BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : ~{ TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERRATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,

Menimbang

Mengingat

SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4267);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuanga antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,



Menetapkan
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan

(Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1) .

MEMUTUSKAN :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 40 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KONAWE SELATAN.



Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan

Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serata Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 40) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ditambah 2 huruf yaitu huruf e dan

huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7, Dinas Lingkungan Hidup memiliki kewenangan
sebagai berikut :

a. penyelenggaraan  urusan pemerintahan  di bidang
lingkungan hidup;

b. koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;

¢. mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau
perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di bidang
lingkungan hidup; dan

d. pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana pada
Dinas Lingkungan Hidup.

e. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha dan kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin perlindungan dan pengolahan Lingkungan
Hidup dan Hutan Kota;

f. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima  izin
lingkungan hidup dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan dan Hutan Kota.
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2. Ketentuan Pasal 28 huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf o

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 27, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan
pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau
kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi
pengaduan;

Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan
atas hasil tindak lanjut pengaduan;

Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan
maupun melalui pengadilan;

Sosialisasi tata cara pengaduan;

Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan
masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dan Hutan Kota;

Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan
atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin
lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan
lingkungan dan hutan kota;

Pelaksanaan pengawasan tindaklanjut rekomendasi hasil
evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan
dan pengelolaan lingkungan;

Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah;

Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan
hukum lingkungan;

Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran
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Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan
hidup dan hutan kota;

Penanganan barang bukti dan penanganan hukum
pidana secara terpadu;

Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan
masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan
pengakuan keberadanaan keberadaan masyarakat
hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan
hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak
MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA;
Pembentukan panitia pengakuan masyarakat hokum
adat;

Penyusunan data dan informasi profii MHA, kearifan
lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,
kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan
MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait
PPLH;

Penyiapan model peningkatan kapasitas dan peningkatan
kerjasama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan
tradisional terkait PPLH;



ad.

bb.
ce.
dd.
ge
ff.

hh.

ii.

nn.
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Penyiapan  sarpras peningkatan kapasitas dan
peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Pengembangan materi diklat dan penyuluhan LH;
Pengembangan metode diklat dan penyuluhan LH;
Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;

Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat
peduli LH;

Pelaksanaan  identifikasi kebutuhan diklat dan
penyuluhan;

Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
Pengembangan jenis penghargaan LH;

Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan
LH;

Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;

dan

-Dukungan program pemberian penghargaan tingkat

provinsi dan nasional.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2)

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH terdiri atas:

a.
b.

C.

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
Seksi Penghijauan dan Hutan Kota;
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

(2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penatan dan Peningkatan Kapasitas LH.



4.

T

Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Seksi Pengaduan dan Penegakan hukum Lingkungan

(2)

(3)

mempunyai tugas menyusunan bahan kebijakan tentang
tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian
pengaduan masyarakat serta fasilitasi penerimaan
pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai
dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup serta serta menyusunan bahan kebijakan
pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang
memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan serta pelaksanaan penegakan
hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan LH.
Seksi Penghijauan dan Hutan Kota mempunyai tugas
Merencanaka, melaksanakan , ~mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas penataan, pemeliharaan dan
pengembangan hutan kota serta menyusun dan
mengusulkan kebutuhan sapran penghijauan dan
Kehutanan kota, melaksanakan koordinasi / kerja sama
dan kemitraan dengan lembaga lain atau pihak terkait
dalam penghijauan dan penanganan penataan hutan kota ,
persiapan dijadikan (TAHURA)

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai
tugas menyusunan kebijakan, mengidentifikasi, verifikasi
dan validasi serta penetapan pengakuan keberadanaan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau
pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan Pasal 31 ayat (3) dihapus dan ditambah 3 ayat
yaitu ayat (3), ayat (4) dan Ayat (5) sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana

teknis dinas secara operasional di lapangan;



(2)

.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud

(4)

ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu

terdiri atas :

a.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk
mewadahi beban kerja yang besar; dan

b.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk
mewadahi beban kerja yang kecil.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas A sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

¢. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B sebagaimana

dimaksud ayat (3) huruf b, terdiri dari :

a. Kepala;

b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan
organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana
Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil pemerintah

pusat.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
ada tanggal /1»0 aurke 2018

TI KONAWE SELATAN,

DIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 3\ Ayuriys 2018

_SEKRETARIS DAERAH
’ JPATEN KONAWE SELATAN,

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 3|

o PARAF KOORDINASI l

ARAF ;

INSTANS! | ’_796‘———-

] :

1. GEDA ' )
2. pasteV LL———"—“’“

7. KALAS ORTALVA
}4. KABAG HUKUM —

_i
B - !




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : %\
TANGGAL : 20
TENTANG :

TAHUN 2018
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